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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator 

Lahirnya UU ITE yang menjadikan tombak ukur dalam setiap aktivitas 

bersosial media atau media sosial terbukti belum efektif dalam penerapannya, 

sebagaimana pernyataan mardani mengutip tulisan Snouck Hurgronje bahwa 

sejatinya tidak akan ada aturan ahukum yang sempurna dalam konsep manusia. 

Ketidak efektifnya UUITE dalam penerapannya dapat dilihat dalam beberapa 

kasus terlihat bahwa penerapan UU ITE dalam bermedia sosial sebenarnya kurang 

efektif melihat dunia media sosial yang begitu luas, sebagaimana pernyataan 

Robert H Lauer berkembangnya teknologi yang begitu cepat tentunya sejalan 

dengan berkembangan sosial masyarakat yang mana keduanya berimbas pada 

perubahan pergeseran norma-nomra, maka dari itu dibutuhkan suatu aturan terkini 

dalam membersamai perkembangan tersebut termasuk dalam aturan mengenai 

perlindungan terhadap konten kreator sebagai profesi kerja. 

5.1.2 Akibat Hukum Konten Kreator Terhadap UU ITE 

Dalam kaca mata hukum penyebab di definisikan secara jelas dan rinci yaitu 

suatu perbuatan yang di larang, atau di haruskan. di dalam UU ITE No.19 tahun 

2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang informasi transaksi 

elektronik  pada pasal 45 ayat 3 sebagaimana yang di maksud dalam pasal 27 ayat 

(1) perbuatan pada pasal ini merupakan unsur sebab sebagaimana tertulis padal 

awal pasal yaitu “mentransmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya informasi 
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elektronik..”  tetapi penulis melihat penjelasan terkait unsur sebab dalam pasal ini 

tidak secara jelas alias bisa menjadi multi tafsir melihat aktifivas perbuatan dalam 

sosial media begitu luas contohnya pemaknaan tentang barang siapa 

mentransmisikan akses informasi elektronik terkait penghinaan nama baik 

merupakan nilai subjektfitas masing-masing orang, apakah aktivitas ini 

merupakan penghinaan atau tidak, di tambah dalam UU No.39 tahun 199 terkait 

HAM, sehingga unsur sebab dalam pasal ini menjadi multi tafsir dan berpotensi 

menjadi pasal karet, maka sudah sewajarnya dan seharusnya pasal ini menjelaskan 

secara jelas unsur sebab terkait aktivitas mentrasnmisikan informasi elektronik 

yang di anggap memuat penghinaan pada pasal ini,   

5.2 Saran 

Penelitian ini memang disadari oleh penulis memiliki banyak 

kekurangannya salah satu diantaranya ialah kurangnya pembahasan secara 

mendalam terkait tupoksi undang-undang cipta kerja dalam rana sosial media 

pada platform youtube, harapannya kekuarangan pada penelitian ini dapat menjadi 

gagasan dalam penelitian selanjutnya. berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti 

akan memberi saran terkait penelitian diatas sebagai berikut: 

1. Untuk para legislator khususnya menghadirkan regulasi terkait 

perlindungan hukum terhadap para konten kreator, dengan pertimbangan 

konten kreator youtube merupakan salah satu profesi pada era terkini. 

2. Kehadiran dan andilnya platform youtube dalam melakukan perlindungan 

terhadap konten kreator, jika melihat perbandingan yang tertuang dalam 

uu penyiaran terkait perlindungan dimana perusahaan penyiaran 
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bertanggung jawab terhadap talentnya, jika melihat tupoksi konten kreator 

dan talent pertelevisian tidak jauh berbeda 

3. Adanya rumusan aturan secara jelas yang mengatur tentang perlindungan 

hukum terhadap konten kreator melihat konten kreator saat ini sdah di 

jadikan sebagai lading profesi yang menghasilkan profit.  
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